
SALINAN

BUPATI SUKAMARA
PROVINSI IIAIAMANTAN TENGAII

PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR   60  TAIIUN 2022

TENTANG

PERUBAIIAN KEDUA ATAS PERATURA)I BUPATI SUKAMARA
NOMOR 31 TAHUN 2022 TENTANG PEN.ABARAN PERUBAIIAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAII TAIIUN ANcOARAN 2022

DENGAN RAHRAT TUHAN YANG MAIIA ESA

BUPATI SUKAMARA,

Menimbang : a.  bahwa  berdasarkan  ketentuan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri
Nomor  27  Tahun  2021  tentang Pedoman  Penyusunan Anggaran
Pendapatan    dan    Belanja    Daerah    Tahun    Anggaran    2022,
penyediaan  anggaran  untuk  penanggulangan  keadaan  darurat
bencana  alam/non  alam,  bencana  sosial  dan/atau  pemberian
bantuan   kepada   daerah   lain   dalam   rangka   penanggulangan
bencana  alam/non  alam  dan/atau  bencana  sosial  diantaranya
penyediaan   anggaran   mobilisasi   tenaga   medis,   obat-obatan,
penyediaan   logistik/sandang  dan   pangan   dapat  dilaksanakan
dengan melakukan Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022  dan dilaporkan kepada
Pinpinan DPRD ;

b. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana  dimaksud  pada
huruf a,  perlu menetapkan Peraturan Bupati Sukamara tentang
Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan  Bupati  Sukamara  Nomor  31
Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat    :  1.  Undang-Undang  Nomor   5  Tahun   2002   tentang  Pembentukan
Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara,
Kabupaten   Lamandau,   Kabupaten   Pulang   Ftsau,   Kabupaten
Gunung  Mas,  Kabupaten  Murung  Raya  dan  Kabupaten  Barito
Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun  2002  Nomor  18,  Tambahan  Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 4180);

2.   Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2003  Nomor  47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

3.   Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2004  tentang  Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan I+embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

4.   Undang-Undang    Nomor    25    Tahun    2004    tentang    Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun  2004  Nomor  104,  Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);
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5.   Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244,   Tambahan   I+embaran   Negara   Republik   Indonesia   Nomor
5587)  sebagaimana  telah  beberapa kali  diubah  terakhir  dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan KETIGA
Atas     Undang-Undang     Nomor     23     Tahun     2014     tentang
Pemerintahan   Daerah   (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia
Tahun  2015  Nomor  58,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 5679);

6.   Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan  Kepala  Daerah  dan  Wakil  Kepala  Daerah  (Lembaran
Negara  Republik  Indonesia Tahun  2000  Nomor  210,  Tanbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

7.   Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan  Badan  Layanann  Umum  sebagaimana  telah  diubah
dengan   Peraturan   Pemerintah   Republik   Indonesia   nomor   74
Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun   2005   tentang   Pengelolaan   Keuangan   Badan   Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
171,   Tambahan   Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Nomor
5340);

8.   Peraturan   Pemerintah   Nomor   55   Tahun   2005   tentang   Dana
Perimbangan  (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun  2005
Nomor   137,   Tambahan   Lembaran   Negara   Republik   Indonesia
Nomor 4575);

9.   Peraturan  Pemerintah  Nomor  3  Tahun  2007  tentang  laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan
Keterangan  Pertanggung).awaban  Kepala  Daerah  kepada  Dewan
Perwakilan       Rakyat      Daerah,       dan      lnformasi      Laporan
Penyelenggaraan     Pemerintah     Daerah     Kepada     Masyarakat
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2007  Nomor   19,
Tambahan I,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693) ;

10. Peraturan  Pemerintah  Nomor  5  Tahun  2009  tentang  Bantuan
Keuangan  Partai  Politik  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun  2007  Nomor  18,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 4972)  sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor   1   Tahun  2018
tentang  Perubahan  ketiga  atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  5
Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partal Politik (Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2018   Nomor   1,   Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

11. Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010  tentang  Standar
Akuntansi  Pemerintahan  (I+embaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun  2010  Nomor  123,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 5165);

12.Peraturan   Pemerintah   Nomor   18   Tahun   2017   tentang   Hak
Keuangan   dan   Administratif   Pimpinan   dan   Anggota   Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah  (I+embaran Negara Republik Indonesia
Tahun  2017  Nomor  106,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 6057);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan  Daerah  (I+embaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan I,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);
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14. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  16 Tahun  2007  tentang
Tata   Cara   Evaluasi   Rancangan   Peraturan   Daerah   tentang
Anggaran   Pendapatan   dan   Belanja   Daerah   dan   Rancangan
Peraturan    Kepala    Daerah     tentang    Penjabaran    Anggaran
Pendapatan   dan   Belanja   Daerah   sebagaimana   telah   diubah
dengan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  36 Tahun  2011
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16
Tahun  2011  tentang  Tata  Cara  Evaluasi  Rancangan  Peraturan
Daerah  tentang Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  dan
Rancangan    Peraturan    Kepala    Daerah    tentang    Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

15. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  52  Tahun  2012  tentang
Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

16. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 62  Tahun  2017  tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan
dan    Pertanggung).awaban    Dana    Operasional    (Berita    Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

17. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 90 Tahun  2019  tentang
Klasifikasi ,       Kodefikasi       dan       N o menklatur       Pe re n canaan
Pembangunan  dan  Keuangan  Daerah  (Berita  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

18. Peraturan Menteri  Dalam Negeri Nomor 39  Tahun 2020  tentang
Pengutamaan   Penggunaan   Alokasi   Anggaran   Untuk   Kegiatan
Tertentu,    Perubahan    Alokasi,    dan    Penggunaan    Anggaran
Pendapatan   dan   Belanja   Daerah   sebagaimana   telah   diubah
dengan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 26 Tahun  2021
tentang Perubahan Atas  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor
39   Tahun   2020   tentang      Pengutamaan   Penggunaan   Alokasi
Anggaran   Untuk   Kegiatan   Tertentu,   Perubahan   Alokasi,   dan
Penggunaan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 910);

19. Peraturan Menteri Dalam Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan
Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah Gerita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 476) ;

20. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 77 Tahun  2020  tentang
Pedoman  Teknis  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (Berita  Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

21. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 27  Tahun  2021  tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran  2022  (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 926);

22. Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  134/PMK.07/2022  tentang
Belanja Wajib dalam rangka Penanganan  Dampak Inflasi Tahun
Anggaran  2022  (Berita  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2022
Nomor 837);

23. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Sukamara  Nomor  4  Tahun  2009
tentang  Pokok-Pokok  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (Lembaran
Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2009 Nomor 4), sebagaimana
telah  diubah  dengan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Sukamara
Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan   Keuangan   Daerah   (Lembaran   Daerah   Kabupaten
Sukamara Tahun 2017  Nomor  12, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sukamara Nomor 49);
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24. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Sukamara  Nomor  6  Tahun  2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Sukamara  (Lembaran Daerah Kabupaten  Sukamara Tahun 2016
Nomor  6,  Tambahan  Lembaran  Daerah  Kabupaten  Sukamara
Nomor 49),  sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten  Sukamara Nomor  6 Tahun  2019  tentang Perubahan
Atas    Peraturan  Daerah  Kabupaten  Sukamara  Nomor  6  Tahun
2016   tentang   Pembentukan   dan   Susunan   Perangkat   Daerah
Kabupaten  Sukamara  (I,embaran  Daerah  Kabupaten  Sukamara
Tahun  2019  Nomor  6,  Tambahan  Lembaran  Daerah  Kabupaten
Sukamara Nomor 67) ;

25. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Sukamara  Nomor  2  Tahun  2019
tentang    Rencana    Pembangunan    Jangka    Menengah    Daerah
Kabupaten   Sukamara   Tahun   2018-2023    (Lembaran   Daerah
Kabupaten Sukamara Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 64);

26. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Sukamara  Nomor  2  Tahun  2021
tentang   Anggaran   Pendapatan   dan   Belanja   Daerah   Tahun
Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 76) ;

2.7. Peraturan   Bupati   Sukamara   Nomor   22   Tahun   2021   tentang
Rencana Keria Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Sukamara Tahun
2022  (Berita  Daerah  Kabupaten  Sukamara  Tahun  2021  Nomor
22);

28. Peraturan   Bupati   Sukamara   Nomor  31   Tahun   2022   tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belarija Daerah
Tahun   Anggaran   2022   (Berita   Daerah   Kabupaten   Sukamara
Tahun   2021   Nomor   31),   sebagaimana   telah   diubah   dengan
Peraturan   Bupati   Sukamara  Nomor   39   Tahun   2022   tentang
perubahan  Atas  Peraturan  Bupati  Sukanara  Nomor  31  Tahun
2022  tentang  Penjabaran  Perubahan  Anggaran  Pendapatan  dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022  (Berita Daerah Kabupaten
Sukamara Tahun 2022 Nomor 39);

MEMUTUSHEN:

Menetaphan    :   PERATURAII   BUPATI   TENTANG   PERUBAIIAN   KEDUA   ATAS
PERATURAN   BUPATI   SUKAMARA   NOMOR   31   TAIIUN   2022
TENTANG PENJABARAN PERUBAIIAN ANGGARA)I PENDAPATAN
DAN BEIANUA DAERAII  TAIIUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa  ketentuan  dalam  Pasal  3  Lampiran  I  Sampai  dengan
Lanpiran  V  dalam  Peraturan  Bupati  Sukanara  Nomor  31  Tahun
2022   tentang  Penjabaran  Perubahan  Anggaran  Pendapatan  dan
Belanja  Daerah  Tahun  Anggaran  2022  (Berita  Daerah  Kabupaten
Sukamara  Tahun   2022   Nomor   31),   sebagaimana   telah   diubah
dengan Peraturan Bupati Sukamara Nomor 39 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukamara Nomor 31 Tahun 2022
tentang  Penjabaran  Perubahan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berifa Daerah Kabupaten Sukamara
Tahun  2022   Nomor  39),  diubah  sebagaimana  tercantum  dalam
lampiran  yang  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dengan
peraturan Bupati ini.
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Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar  setiap  orang  mengetahuinya,  memerintahkan  pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 7   Desember  2022

BUPATI SUKAMARA,

ttd

VINDU SUBAGIO

Diundangkan di Sukamara
pada tanggal 7   Desember  2022

SEKRETARIS DAERAII
KABUPATEN SUKAMARA,

ttd

RENDY LESMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2022 NOMOR 60
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